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Abstrak
Salah satukerjasama bilateral yang terjalinantara Indonesia-Malaysia adalah forum
kerjasamaSosialEkonomi Malaysia-Indonesia (SosekMalindo). Perbatasan Kalbar – Sarawak
sendiri merupakan pelopor Kerjasama Sosek Malindo yang dimulai sejak tahun 1985.Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama sosial ekonomi Malaysia
Indonesia dalam rangka meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
Pendekatan studi yang digunakan adalah pendekatan evaluasi semu (pseudo evaluation) melalui
wawancara, kuesioner, pengamatan, dokumen. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kerangka
Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia – Indonesia telah optimal dilaksanakan di kawasan
perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 33 program atau 94 %
hasil kesepakatan sudah selesai dilaksanakan dan hanya 2 program atau 6 % masih dalam tahap
pembangunan. Adapun bidang kerjasama yang paling dominan dikembangkan adalah bidang
ekonomi melaluipembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi industri di masing-masing
perbatasan Kalbar - Sarawak.
Kata-kata kunci: kerjasama sub regional, pengembangan wilayah perbatasan, Kalimantan
Barat
1. PENDAHULUAN
Kawasan perbatasan merupakan gerbang
depan Indonesia yang seharusnya
menampilkan citra yang lebih baik.
Namun, pemandangan di perbatasan
Indonesia tidak menampilkan wajah
yang baik, berbanding terbalik dengan
perbatasan negara tetangga yang
memiliki sarana dan prasarana yang jauh
lebih memadai. Selain itu, wilayah
perbatasan antar negara juga memiliki
posisi strategis sebagai pusat
pertumbuhan wilayah untuk memajukan
kesejahteraan sosial ekonomi
masyarakat di daerah tertinggal melalui
perdagangan lintas batas. Hal ini akan
memberikan peluang bagi peningkatan
kegiatan produksi yang selanjutnya akan
menghasilkan berbagai efek pengganda
(multiplier effects) (Mukti, 2001).
Kerjasama yang baik merupakan faktor
utama dalam perkembangan wilayah
perbatasan antar negara. Oleh sebab itu,
peningkatan kerjasama antar negara
sangat diperlukan untuk menghilangkan
kesenjangan perekonomian wilayah
perbatasan. Rancangan kerjasama dapat
difokuskan pada penghapusan
keterisolasian perbatasan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
wilayah perbatasan.
Salah satu kerjasama bilateral yang
terjalin antara Indonesia-Malaysia
adalah forum kerjasama Sosial Ekonomi
Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo).
Tujuan utama dari perjanjian kerjasama
Sosek Malindo adalah untuk
memperbaiki tingkat kesejahteraan
masyarakat yang hidup di daerah
perbatasan masing-masing negara.
Perbatasan Kalbar – Sarawak sendiri
merupakan pelopor Kerjasama Sosek
Malindo yang dimulai sejak tahun 1985.
Dalam perkembangannya, kerjasama ini
telah melahirkan berbagai program
pembangunan wilayah perbatasan
melalui kesepakatan kerjasama yang
telah terjalin antara Kalbar dan Sarawak.
Mulai dari pembangunan pos lintas
batas sampai upaya pemberdayaan
masyarakat perbatasan. Sayangnya,
masih ada beberapa program
pengembangan di perbatasan Kalbar
dirasakan kurang terorganisasi dengan
baik. Hal ini mendorong terbentuknya
kerjasama yang intensif antara
pemerintah dengan negara tetangga.
Adapun perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana
penerapan kerjasama sosial ekonomi
Malaysia Indonesia, khususnya dalam
mendukung pembangunan sosial
ekonomi wilayah perbatasan Kalimantan
Barat. Batasan konteks permasalahan
juga lebih memfokuskan terhadap aspek
pengembangan wilayah dari segi
perbatasan darat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan kerjasama
sosial ekonomi Malaysia Indonesia di
Daerah Kalimantan Barat – Sarawak.
Dimana evaluasi dilakukan untuk
mengukur sejauh mana keberhasilan
kerjasama sosial ekonomi bagi negara
Indonesia, khususnya di daerah
perbatasan Kalimantan Barat. Dengan
demikian, keberhasilan kerjasama yang
optimal, diasumsikan akan
meningkatkan kemajuan pembangunan
wilayah di kawasan perbatasan masing-
masing negara.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan Peraturan Menteri Luar
Negeri No. 9 Tahun 2006, kerjasama
luar negeri dilakukan dengan
memperhatikan prinsip persamaan
kedudukan, memberikan manfaat dan
saling menguntungkan bagi Pemerintah
Daerah dan masyarakat. Kerjasama luar
negeri juga dilakukan untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan nasional dan Daerah serta
pemberdayaan masyarakat.
Menurut Angga (2006) sifat-sifat
hubungan kerjasama telah bergeser dari
persaingan, menang-kalah atau dominasi
penakluk menjadi saling
menguntungkan (mutual benefit), saling
berubah (co-evaluation) dan kemitraan
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(partnership). Selain itu, Bobo (2003)
menyatakan, bahwa tujuan utama
kemitraan adalah untuk
mengembangkan pembangunan yang
mandiri dan berkelanjutan dengan
landasan dan struktur perekonomian
yang  kukuh  dan  berkeadilan dengan
ekonomi rakyat sebagai tulang
punggung utamanya. Dengan demikian
diharapkan dengan adanya jalinan
kerjasama dan kemitraan antar negara
dapat menumbuhkan pusat-pusat
kegiatan ekonomi baru yang terus
berkembang sehingga dapat menghapus
kesenjangan ekonomi dan pemerataan
pembangunan di daerah perbatasan.
2.1 Pengembangan Wilayah Perbatasan
Tujuan utama dari pengembangan
wilayah adalah menyerasikan berbagai
kegiatan pembangunan sektor dan
wilayah, sehingga pemanfaatan ruang
dan sumber daya yang ada didalamnya
dapat optimal mendukung kegiatan
kehidupan masyarakat sesuai dengan
tujuan dan sasaran pembangunan
wilayah yang diharapkan. Optimal
berarti dapat dicapai tingkat
kemakmuran yang sesuai dan selaras
dengan aspek sosial budaya dan dalam
alam lingkungan yang berkelanjutan






Pusat pertumbuhan (Growth Pole) dapat
diartikan dengan dua cara, yaitu secara
fungsional dan secara geografis. Secara
fungsional, pusat pertumbuhan adalah
suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha
atau cabang industri yang karena sifat
hubungannya memiliki unsur-unsur
kedinamisan sehingga mampu
menstimulasi kehidupan ekonomi baik
ke dalam maupun ke luar (daerah
belakang). Secara geografis, pusat
pertumbuhan adalah suatu lokasi banyak
memiliki fasilitas san kemudahan
sehingga menjadi pusat daya tarik (pole
of attraction), yang menyebabkan
berbagai macam usaha tertarik untuk
berlokasi di situ dan masyarakat senang
datang memanfaatkan fasilitas yang ada
di kota tersebut (Adisasmita, 2008).
Menurut N.M. Hansen (1972) dalam
Adisasmita (2008), pusat pertumbuhan
harus memiliki empat ciri, yaitu:
a. Adanya hubungan internal dari
berbagai macam kegiatan yang
memiliki nilai ekonomi.
b. Ada efek pengganda (multiplier
effect) yang sangat berperan dalam
memacu pertumbuhan wilayah
sekitar.
c. Adanya konsentrasi geografis yang
menghasilkan efisiensi di antara
sektor-sektor yang saling
membutuhkan dan meningkatkan
daya tarik (attractiveness) dari kota
tersebut.
d. Bersifat mendorong daerah
belakangnya (hinterland).
Pengembangan wilayah merupakan
salah satu konsep dalam pelaksanaan
desentralisasi yang berorientasi pada
penyelesain masalah ketertinggalan dan
ketimpangan antar wilayah dalam
tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan
ekonomi.
2.2 Mekanisme Hubungan Kerjasama
Luar Negeri oleh Daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Luar
Negeri Republik Indonesia No.
09/A/KP/XII/2006/01 dinyatakan
tentang Panduan Umum Tata Cara
Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri
oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya
pelaksanaan otonomi daerah telah
membuka peluang keikutsertaan Daerah
sebagai salah satu komponen dalam
penyelenggaraan Hubungan dan
Kerjasama Luar Negeri.
Koordinasi dan konsultasi sangat
diperlukan dalam bidang
hubungan/kerjasama yang memerlukan
penanganan khusus terutama pada
bidang hubungan/kerjasama yang
merupakan kewenangan Pemerintah
Pusat, contohnya Kerjasama Ekonomi
Sub Regional (KESR). Kerjasama
Ekonomi Sub-Regional (KESR)
merupakan bentuk kerjasama ekonomi
yang melibatkan Pemerintah Daerah di
sekitar wilayah perbatasan Indonesia,
dilakukan dengan mengacu pada prinsip
keterbukaan dalam pengembangan
wilayah (open regionalism) dan bukan
untuk membentuk blok ekonomi
kawasan yang bersifat tertutup.
Dalam Kerjasama Ekonomi Sub-
Regional, para pelaku usaha Daerah
diharapkan dapat menjadi penggerak
utama ("prime movers") dalam berbagai
proyek kerjasama yang disepakati,
sedangkan Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah lebih berperan
sebagai fasilitator. Pada era otonomi
daerah saat ini, dipandang perlu untuk
memantapkan mekanisme koordinasi
dan konsultasi agar KESR dapat
dimanfaatkan secara lebih efektif dan
efisien (Hernovianty, 2011).
Kerjasama Ekonomi Sub Regional
(KESR) atau biasa dikenal dengan
segitiga pertumbuhan merupakan bentuk
kerjasama atau keterkaitan ekonomi
antarwilayah. Keistimewaan KESR
terletak pada unsur keterkaitan
antarnegara, terletak lebih dari satu
daerah bahkan negara khususnya di
kawasan perbatasan. KESR pada
hakekatnnya merupakan bagian dari
keseluruhan kebijakan pengembangan
wilayah  yang bertujuan untuk memacu
pertumbuhan melalui pemerataan
pembangunan, menggalakkan peran
aktif masyarakat dan mendayagunakan
potensi wilayah secara optimal
(Muta’ali, 2014).
Adapun, struktur kelembagaan dalam
KESR ditunjukkan dengan hirarki
pertemuan formal. Untuk forum
pertemuan formal tertinggi adalah
Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial
Meeting/MM). Lalu sebelumnya ada
Pertemuan Tingkat Menteri yang
biasanya didahului oleh Pertemuan pada
Tingkat Pejabat Senior dan Pertemuan
pada Tingkat Dunia Usaha (Joint
Business Council). Terakhir, forum
pertemuan terbawah adalah pada tingkat
teknis oleh Kelompok-Kelompok Kerja
(Working Groups) maupun the
Implementing Technical Group (khusus
untuk kerjasama IMT-GT).
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Prinsip dasar keikutsertaan Indonesia
dalam berbagai KESR adalah untuk
mendorong pemberdayaan potensi
Daerah; mempercepat proses
pembangunan ekonomi di Daerah serta
memperkecil kesenjangan sosial dan
ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah
perbatasan. Oleh karena itu, Daerah
hendaknya dapat memanfaatkan





Pada penelitian ini pendekatan studi
yang dilakukan adalah pendekatan
evaluasi (evaluation approach).
Penelitian evaluasi dilakukan untuk
mencari jawaban tentang pencapaian
tujuan yang digariskan sebelumnya.
Penelitian ini dilakukan untuk menilai
seberapa jauh tujuan yang telah
diterapkan dari suatu program yang
dilakukan. Metode yang digunakan pada
penelitian evaluasi, seperti wawancara,
kuesioner, pengamatan, dokumen, dan
lain-lain (Singarimbun et al, 1981).
Adapun jenis evaluasi yang diterapkan
dalam penelitian ini adalah evaluasi
semu (pseudo evaluation). Asumsi
utama dari evaluasi ini adalah bahwa
ukuran manfaat atau nilai merupakan
sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self
evident) atau tidak kontroversial (Rist,
1995). Dalam evaluasi semu secara
khusus diterapkan metode wawancara
untuk menjelaskan variasi hasil
kebijakan sebagai produk dari variabel
masukan dan proses.
Evaluasi kerjasama dianalisis
berdasarkan hasil kesepakatan sidang
ke-30Kerangka Kerjasama Sosek
Malindo tingkat Provinsi Kalimantan
Barat – Peringkat Negeri Sarawak yang
dilakukan di Kuching, Sarawak pada
tanggal 28 s/d 30Oktober 2014. Adapun
analisis evaluasi pengembangan
kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia
Indonesia di wilayah perbatasan
Kalimantan Barat terdiri dari 3 (tiga)
tahapan. Tahap pertama adalah
mengidentifikasi bentuk-bentuk
kerjasama yang telah disepakati, dengan
indikator evaluasi, sebagai berikut:
 Sudah dilaksanakan berarti program
kerjasama telah direalisasikan atau
100% telah dibangun/didirikan.
 Sedang dilaksanakan/masih tahap
pembangunan berarti program
kerjasama tersebut sedang
dilaksanakan atau masih dalam
tahap persiapan pembangunan.
Tahap kedua, mengukur seberapa
banyak program kerjasama yang telah
dilaksanakan dan seberapa banyak
program kerjasama yang masih tahap
pembangunan dalam bentuk persentase
(%). Tahap ketiga, menyimpulkan
bidang kerjasama apa yang paling
dominan berhasil dilaksanakan dalam
rangka memenuhi tujuan kerjasama
Sosek Malindo yaitu untuk
meningkatkan kesejahteraan dan taraf
hidup masyarakat daerah perbatasan.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kalimantan Barat merupakan salah satu
provinsi di Indonesia yang
berdampingan langsung dengan negara
tetangga, Sarawak, Malaysia Timur.
Wilayah perbatasan Kalimantan Barat
terbentang sepanjang 966 Km yang
melintasi 40 desa dalam 15 kecamatan
di 5 kabupaten, yaitu: Kabupaten
Sambas, Kabupaten Bengkayang,
Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang
dan Kabupaten Kapuas Hulu.
Kawasan perbatasan Kalimantan Barat
memiliki kekayaan sumber daya alam
yang cukup potensial untuk
dikembangkan. Namun, sebagian besar
lokasi perbatasan masih terisolir karena
keterbatasan sarana dan prasarana serta
kurangnya akses terhadap fasilitas
publik. Hal ini menyebabkan kondisi
kesejahteraan sosial, ekonomi,
pendidikan dan keterampilan
masyarakat daerah perbatasan Kalbar
masih jauh tertinggal dibanding dengan
masyarakat daerah Serawak. Aktivitas
sosial ekonomi penduduk perbatasan
Kalimantan Barat juga cenderung ke
Sarawak, karena akses yang mudah serta
ketersediaannya fasilitas yang lebih baik
daripada yang disediakan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Perdagangan lintas batas yang
berlangsung di perbatasan Kalbar -
Sarawak memiliki angka yang cukup
tinggi. Oleh karena itu, untuk mengatur
lalu-lintas barang (perdagangan
tradisional) antar masyarakat perbatasan,
maka kedua pemerintahan baik Republik
Indonesia dan Kerajaan Malaysia pun
membuat sebuah kesepakatan berupa
Border Trade Agreement (BTA) atau
“Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas
Batas antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan Kerajaan Malaysia.
Salah satu isi kesepakatannya berupa
kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia
Indonesia atau disingkat menjadi Sosek
Malindo (Sudiar, 2014).
Adapun visi dari kerjasama Sosek
Malindo ini adalah: “Meningkatkan
kesejahteraan masyarakat kedua daerah
melalui kerjasama Sosek Malindo
menuju 2020.” Agar visi kerjasama ini
dapat direalisasikan, maka misi yang
dilaksanakan adalah: pertama,
menciptakan kondisi sosial ekonomi dan
budaya yang kondusif bagi
kesejahteraan masyarakat masing-
masing daerah; kedua, meningkatkan
kerjasama ekonomi yang berkeadilan
dan saling menguntungkan serta
berorientasi kelestarian lingkungan;
ketiga, meningkatkan kerjasama sosial
budaya lewat peningkatan kualitas dan
pemberdayaan SDM di kedua daerah
perbatasan (Irewati, 2005: 87-88).
Kerangka Kerjasama Sosek Malindo
Kalbar - Sarawak terdiri dari delapan
bidang kerjasama yang disusun oleh tim
teknis masing-masing bidang. Sidang
terakhir Sosek Malindo Tingkat Daerah
Kalbar – Sarawak adalah Sidang ke-30
yang diselenggarakan pada tanggal 28
s/d 30 Oktober 2014 di Kuching,
Sarawak. Adapun bentuk-bentuk
kerjasama yang telah disepakati dalam
KK/JKK Sosek Malindo Daerah Kalbar
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– Sarawak dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 1Kesepakatan Kerjasama Sosek Malindo
di Daerah Kalimantan Barat - Sarawak
No Bidang
Kerjasama
Hasil Kesepakatan Kerjasama Indikator Evaluasi
1. Ekonomi a. Pengembangan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi industri
(Border Development Center)
di kawasan perbatasan Kalbar
– Sarawak
Sudah dilaksanakan








d. Pembangunan BLKLN (Balai
Latihan Kerja Luar Negeri),
Rusunawa dan kawasan








mulai 1 mei 2011)






g. Pembentukan Sosek Malindo






Trayek Angkutan Umum lintas
batas
Sudah dilaksanakan
b. Kerjasama dalam penambahan
waktu pelayanan operasional
PPLB Entikong Dan Pos
Imigrasi Tebedu.
Sudah dilaksanakan
c. Kerjasama dalam Sudah dilaksanakan
No Bidang
Kerjasama
Hasil Kesepakatan Kerjasama Indikator Evaluasi
penyeragaman
penerapan/perlakuan asuransi






a. Pembangunan CIQS Nanga














a. Kerjasama Joint Tourism
Development dan Promotion
Sudah dilaksanakan





c. Perlindungan cagar budaya dan
pertukaran informasi koleksi,
buletin, replika yang telah






paket periwisata di kawasan
eco-tourism kedua negara.
Sudah dilaksanakan
5. Kesehatan a. Pelatihan bersama (joint




b. Sosialisasi upaya pencegahan
penyakit-penyakit menular di
wilayah perbatasan melalui
media cetak maupun media
elektronik di dalam dua bahasa
Sudah dilaksanakan
c. Pertukaran informasi terhadap
produk yang tidak terdaftar di
Sudah dilaksanakan
Model Pengembangan Kerjasama Sub Regional
Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia Dalam Mendukung Pembangunan Wilayah Perbatasan








a. Penahanan dan tidak
mengizinkan alat angkut yang
membawa muatan kayu masuk




b. Pertukaran informasi terkini
mengenai pelaku dan
komoditas import maupun
eksport yang diizinkan oleh
kedua negara.
Sudah dilaksanakan















a. Kerjasama pengawasan dan
penanganan kebakaran hutan
dan lahan gambut melalui
perluasan bina upaya (capacity
building).
Sudah dilaksanakan
b. Pertukaran informasi mengenai
pembangunan hutan tanaman
dan proyek mega yang
mempunyai dampak terhadap










b. Pertukaran informasi/berita Sudah dilaksanakan
No Bidang
Kerjasama
Hasil Kesepakatan Kerjasama Indikator Evaluasi
melalui RTM (Radio
Televisyen Malaysia) dan RRI
(Radio Republik Indonesia)
c. Kejuaran olahraga perbatasan















Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat
sekitar 33 program atau 94 % hasil
kesepakatan sudah selesai dilaksanakan
dan 2 program atau 6 % masih dalam
tahap pembangunan. Hal ini
menunjukkan bahwa program kerangka
kerjasama Sosek Malindo antara Kalbar
– Sarawak telah berjalan cukupoptimal,
dibuktikan dengan meningkatnya
pembangunan baik fisik maupun non
fisik yang dilakukan oleh pemerintah
untuk membuka aksesibilitas dan
ketertinggalan pembangunan di
perbatasan. Adapun bidang kerjasama
yang paling dominan dikembangkan
adalah bidang ekonomi.
Dalam bidang ekonomi, Sarawak dan
Kalbar saling bekerjasama mendirikan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
industri dan fasilitas penunjang di
masing-masing perbatasan. Salah satu
lokasi calon pusat pertumbuhan yang
dipandang memiliki potensi yang cukup
kuat untuk menjadi pusat pertumbuhan
adalah kawasan perbatasan Entikong.
Pusat pertumbuhan ini direncanakan
sebagai ”Bandar Entikong Jaya (BEJ)”
yang merupakan tindak lanjut dari
rencana Border Development Center
Entikong (BNPP, 2011). Adapun
beberapa faktor yang mendorong
terbentuknya BEJ, antara lain:
o Pertumbuhan ekonomi di kawasan
perbatasan di negara tetangga yang
letaknya di sebelah Entikong
berlangsung pesat, telah
menimbulkan demand akan layanan
produk-produk industri dan jasa-
jasa;
o Kawasan hinterland Entikong
memiliki potensi yang sangat besar
yang dapat memenuhi demand dari
negara tetangga;
o Entikong menawarkan
“kemudahan” untuk tumbuh dan
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sektor-sektor dapat saling sinergis.
Di sisi lain, Entikong memiliki
aksesibilitas dasar yang memadai dan
potensi lokasi serta daya tarik untuk
perkembangan industri
processing/pengolahan dan jasa-jasa.
Dengan adanya BEJ diharapkan dapat
meningkatkan hubungan kerjasama
ekonomi dan industri pengolahan antara
Kalbar – Sarawak. Berikut sub-sub
kawasan yang perlu dikembangkan di
kota baru Bandar Entikong Jaya untuk
mendukung kegiatan kerjasama Sosial
Ekonomi Malaysia Indonesia,
khususnya di perbatasan Kalbar -
Sarawak:




 Kawasan perumahan (housing)
untuk menampung tempat tinggal
karyawan industri;
 Kawasan pelabuhan darat (inland
port/terminal kontainer
internasional) untuk proses
ekspor/hasil indutri dan untuk
proses impor bahan baku/bahan
penolong srta kebutuhan pasar;
 Kawasan pergudangan/terminal
penumpang angkutan darat serta
bandara;
 Kawasan pusat perniagaan, ruang
pertemuan, pasar dan pertokoan;
 Kawasan pelestarian alam dan
rekreasi berbasis sumber daya
alam;
 Kawasan pusat pelayanan
administrasi pemerintahan dan
pelayanan jasa-jasa sosial, seperti
fasilitas-fasilitas pendidikan,
kesehatan dan peribadatan.
Dengan adanya pusat pelayanan tersebut
akan mempermudah masyarakat untuk
saling berinteraksi dalam perdagangan
lintas batas. Hal ini sejalan dengan
tujuan dibentuknya kerjasama sosek
Malindo yaitu untuk meningkatkan




dikemukakan adalah sebagai berikut:
o Kerangka Kerjasama Sosial
Ekonomi Malaysia – Indonesia
(KK SOSEK MALINDO)
merupakan salah satu bentuk model
kerjasama sub regional yang telah
optimal berjalan di kawasan
perbatasan Kalimantan Barat –
Sarawak
o Berdasarkan hasil Sidang ke-30
kerjasama Sosek Malindo Tingkat
Daerah Kalbar – Sarawak
disimpulkan hampir 33 program
atau 94 % hasil kesepakatan sudah
selesai dilaksanakan dan 2 program
atau 6 % masih dalam tahap
pembangunan. Hal ini dibuktikan
dengan semakin meningkatnya
pembangunan fisik untuk membuka
aksesibilitas dan ketertinggalan
pembangunan di perbatasan Kalbar
- Sarawak.
o Bidang kerjasama yang paling
dominan dikembangkan dalam
Kerangka Kerjasama Sosial
Ekonomi Malaysia – Indonesia
adalah bidang ekonomi. Hal ini
ditunjukkan dengan mendirikan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
industri dan fasilitas penunjang di
masing-masing perbatasan Kalbar -
Sarawak.
o Kebijakan kerjasama sub regional
di perbatasan Kalbar – Sarawak
dapat melahirkan kawasan cepat
tumbuh dan kawasan produksi yg
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